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ABSTRAK 
 
KHAIRINA, B 111 09 415, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Antara Bank Dan Nasabah, di bimbing oleh Prof. Dr. Musakkir, 
S.H., M,H. selaku pembimbing I (satu) dan Prof. Dr. H. M  Arfin Hamid 
,S.H., M.H. selaku pembimbing II (dua). 
 
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaiman tata cara 
penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan 
dan 2) Untuk mengetahui penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa antara bank dan nasabah.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah BRI (Bank Rakyat Indonesia) 
Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa apabila 
perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah tidak 
segera diselesaikan, maka akan mempengaruhi tingkat reputasi bank di 
kemudian hari. Untuk itu penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, 
proses mediasi ini akan memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan apa 
yang memuaskan dengan mengarahkan masalah-masalah sempit dalam 
konflik untuk fokus kepada situasi dan kondisi permasalahan sengketa. 
Dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bank 
dan nasabah, proses mediasi dipandang sebagai proses yang lebih 
sederhana dari segi prosedur dan relatif lebih murah. Dalam sengketa antara 
bank dan nasabah, nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat 
harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah 
apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-
haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian 
masalah yang tidak untuk memenangkan salah satu pihak yang bersengketa, 
melainkan mencari solusi yang terbaik agar kedua belah pihak yang 
bersengketa merasa puas tanpa merasa kalah (win-win solution). 
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BAB I. 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Arus globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan bangsa 
Indonesia terutama di bidang hukum dan ekonomi. Setiap waktu, 
kehidupan hukum ekonomi Indonesia dipaksa berkenalan dengan 
nilai-nilai baru yang belum pernah dikenal selama ini. Namun selama 
ini belum menjadi kebutuhan praktik lalu lintas pergaulan masyarakat. 
Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, tidak hanya 
menimbulkan dinamika ekonomi yang semakin tinggi, tetapi juga akan 
meningkatkan intensitas konflik antar masyarakat (Nurnaningsih 
Amriani, 2011: 1-2). 
 
Salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada 
industri perbankan. Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk 
praktik perbankan haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan 
Tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai 
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sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang 
Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya 
dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
Sebagai badan usaha, kehadiran bank di masyarakat memiliki peran 
yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional.  
Arti dan peran perbankan terlihat dari pengertian bank itu sendiri 
yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan 
merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah 
lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, 
badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan 
lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang 
dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, 
bank berperan serta dalam mekanisme pembayaran bagi semua 
sektor perekonomian. Prasarana perbankan Indonesia setelah 
reformasi mengalami perkembangan yang sangat cepat (Muhammad 
Djumhana, 1996: 10).  
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Penambahan cabang-cabang bank dan pelayanan bank telah 
menjangkau sektor pedesaan dan masyarakat didorong untuk 
membuka rekening sekecil apapun.  
Dalam rangka menarik minat nasabah untuk menyimpan dana pada 
bank, beberapa bank mengadakan undian, menawarkan hadiah-
hadiah, mempromosikan iklan-iklan yang lihai, menawarkan bunga dan 
biaya-biaya yang lebih menarik. Kegiatan penghimpunan dana bagi 
bank pada masyarakat itu meliputi transaksi-transaksi dalam 
pemberian kredit, pemanfaatan sarana-sarana fasilitas bank seperti 
penyediaan kartu kredit, ATM, surat-surat berharga dan lain-lain. Dari 
pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan bank adalah 
sebagai lembaga yang berhubungan erat dengan masyarakat dan 
mempunyai hubungan intermediasi dengan masyarakat itu sendiri . 
 
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian 
kredit, kedudukan nasabah bank merupakan konsumen yang harus 
memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi nasabah 
bank seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai 
dengan pelaksanaan perjanjian. Ketika hubungan hukum antara bank 
dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan 
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sengketa antar pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan 
melalui proses litigasi dan non-litigasi. 
Sistem peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini 
didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan dinilai terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu 
yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan 
efisiensi dan efektivitas. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya 
ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja (Yahya 
Harahap, 1997: 155).  
Praktek perbankan selama ini dalam menyelesaikan sengketa 
belum banyak mempergunakan proses non- litigasi. Hal ini dapat 
dilihat dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah 
yang tidak mencantumkan klasul seperti arbitrase, mediasi, dan 
sebagainya seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau 
arbitrase bersifat formal, memaksa, melihat masalah ke belakang 
dengan memperhatikan ciri pertentangan dan apa yang mendasarkan 
hak-hak.  
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Dalam hal ini para pihak yang menyelesaikan suatu sengketa harus 
melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-
ketentuan yang ketat dan hak serta kewajiban hukum para pihak. 
Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, 
sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasar kepentingan 
(Suyud Margono, 2000: 34). 
Dalam upaya mengurangi berbagai keluhan nasabah tersebut, 
maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia 
mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi nasabah 
untuk menyatakan ketidakpuasannya dan mengajukan aduan kepada 
pihak perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Melalui 
ketentuan ini, maka diberi kesempatan bagi nasabah untuk 
menyampaikan segala ketidakpuasannya terhadap berbagai jenis 
transaksi perbankan yang dilakukan. Kemudian karena dirasa kurang 
dapat memuaskan nasabah, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk 
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang 
Mediasi Perbankan. 
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi 
tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan 
serta diberdayakan di Pengadilan. Namun, tidak mengurangi 
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pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan 
dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan 
formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, 
cepat, dan biaya ringan (Nurnaningsi Amriani, 2011: 8). 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka 
dirumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk diajukan, 
yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antara bank dan 
nasabah menurut hukum perbankan ? 
2. Bagaimana penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa antara bank dan nasabah ? 
 
C. Tujuan penulisan 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai oleh penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaiman tata cara penyelesaian sengketa 
antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan. 
2. Untuk mengetahui penerapan mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah.  
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D. Manfaat Penulisan 
1. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu 
pengetahuan khususnya mengenai Perkembangan Hukum 
Perbankan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap praktisi-
praktisi hukum mengenai pelaksanaan Mediasi Perbankan 
sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat 
dipergunakan oleh masyarakat dalam mengatasi sengketa 
antara Bank dan nasabah. 
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BAB II. 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Dan Fungsinya 
 
Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti 
perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh 
perkembangan zaman selain itu juga hukum dipengaruhi oleh adat, 
agama, kebudayaan, dan lain-lain. 
Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu 
sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan 
pembidangannya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur 
berkaitan dengan masalah Pidana terhimpun dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum yang mengatur tentang 
perkawinan terhimpun dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, dan 
hukum yang mengatur perdagangan terhimpun dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang. Sistem Hukum tersebut biasanya mencakup 
hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan 
antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia 
dengan kelompoknya. 
Dengan demikian, hukum itu sebagai kaedah atau peraturan 
bertingkah laku di dalam masyarakat. Hukum merupakan perangkat 
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sikap tindak atau perilaku manusia itu sendiri. Hukum sebagai kaedah 
atau norma social, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 
masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan 
pencerminan dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam 
masyarakat. (Ishaq, 2009: 28). 
Menurut E.Utrecht bahwa : 
“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) 
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya 
ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh 
karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan 
tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu” 
 
Pendapat lain mengenai hukum yaitu menurut pendapat Philip S. 
James. yang mengatakan bahwa : 
“Law is body of rules for the guidance of human conduct which are 
imposed upon and enforced among the members of a given state.” 
(Hukum adalah sekumpulan aturan untuk mengarahkan sikap manusia 
yang dibebankan atas dan dipaksakan di antara warga suatu Negara 
tertentu). 
 
Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang 
atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya 
dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian fungsi hukum adalah 
menerbitkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul (Ishaq, 2009: 10).. 
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Antara lain fungsi hukum tersebut, yaitu : 
1. Hukum sebagai pengawasan / pengendalian sosial (a tool of 
social control); 
Pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, 
mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku 
sesuai dengan hukum. Dari sudut sifatnya dapat dikatakan 
bahwa pengendalian sosial dapat bersifat prevensi mapun 
represif. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah 
terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan 
untuk mengembalikan keserasian yang terganggu. 
2. Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute 
settlement); 
Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam 
masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan 
keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama 
(company), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengekta 
dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas 
tanah, dan sebagainya. 
3. Hukum sebagai perubahan masyarakat (a tool of social 
engineering). 
Hukum sebagai rekayasa masyarakat tidak saja digunakan 
untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang 
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terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan 
pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang 
dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan 
baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan 
sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (Ishaq, 
2009: 12). 
 
Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya 
tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah 
disifatkan sebagai kaedah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang 
menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan 
oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan 
yang diatur oleh hukum. 
 
B. Tujuan Hukum 
 
Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit 
hukum”, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum tak mampu 
mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, berkaitan dengan tujuan 
hukum terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu : (Achmad 
Ali, 2009: 212).  
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1. Teori Hukum Barat 
a) Teori Klasik yang terbagi atas : 
1. Teori Etis (ethische theory) , yang menyatakan bahwa tujuan 
hukum semata-mata untuk keadilan. Yang memandang 
bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang 
semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. 
2. Teori Utilistis (utilities theory), yang menyatakan bahwa 
tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan 
atau menciptakan kebahagiaan masyarakat. 
3. Teori Legalistik, yang menyatakan bahwa tujuan hukum 
semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal 
certainy) (Achmad Ali, 2008: 60). 
 
b) Teori Modern 
1. Teori Prioritas Baku 
yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu mencakupi : 
a. Keadilan 
b. Kemanfaatan 
c. Kepastian Hukum 
2. Teori Prioritas Kasuistik 
Tujuan hukum mencakupi keadilan – kemanfaatan – 
kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proposional, 
sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. 
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2. Teori Timur 
Berbeda dengan “Teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “Teori 
Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan 
“kepastian”, tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai 
berikut : 
“keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah 
kedamaian”   
3. Teori Hukum Islam 
Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana 
mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang 
mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di 
akhirat. 
Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip 
umum Al-Qur’an: 
a. Al-Asl fi al-manafi al-hall waa fi al-mudar al man’u (segala 
yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat 
dilarang). 
b. La darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratan dan 
jangan menjadi korban kemudaratan). 
c. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan) (Achmad  
Ali, 2009: 212-217). 
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C. Metode Penyelesaian Sengketa 
 
1. Litigasi 
 
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian 
sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa 
melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang 
memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan 
perantara pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu 
harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur 
formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk 
menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama (Jimmy Joses 
Sembiring, 2011: 9-10). 
 
Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua 
pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 
mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian 
sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang 
satu menang dan pihak yang lain kalah (Nurnaningsih Amriani, 2011: 
35). 
Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa 
para pihak pada posisi yang ekstrem memerlukan pembelaan 
(advocacy) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. 
Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk 
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persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan 
penyelidikan fakta. 
 
2. Non-Litigasi (Alternative Dispute Resolution (ADR)) 
 
Pasal 1 Angka (10)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
mendefinisikan : 
 
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” . 
 
Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada 
saat ini sebagai berikut : 
A. Negosiasi 
Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, 
dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka 
melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak 
melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif 
sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara 
langsung dalam dialog dan prosesnya (Syahrizal Abbas, 2011: 9). 
 
Dalam konteks bisnis, negosiasi adalah hal yang selalu dilakukan. 
Negosiasi biasanya dilakukan sebelum pihak-pihak yang ingin 
berbisnis mengikatkan diri dalam suatu kontrak, maupun jika terjadi 
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sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut di kemudian hari. 
Hal ini biasanya dicantumkan dalam klausula kontrak, yang 
menyatakan bahwa jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan 
kontrak tersebut di kemudian hari langkah penyelesaian pertama yang 
dilakukan adalah melalui negosiasi atau musyawarah. Jika tidak 
tercapai kesepakatan dalam negosiasi, baru dilakukan cara-cara lain 
seperti mediasi, arbitrase, maupun litigasi. 
Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-
pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa 
tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang paling tahu 
mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara 
penyelesaian sengketa yang diinginkan. Dengan demikian, pihak yang 
bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa 
ke arah penyelesaian sengketa yang diharapkan. 
Dalam Negosiasi juga terdapat negosiator yang mempunyai ciri dan 
skill, yaitu : 
a. mampu berfikir cepat, tidak mempunyai kesabaran yang 
terbatas 
b. dapat mempengaruhi orang tanpa menipu 
c. dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai 
orang lain. 
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d. dapat menjadi pendengar yang baik 
e. mampu mengenali persoalan dan bijaksana dalam 
mengambil keputusan (Di akses melaliui internet 
http://larazsekar.blogspot.com/2012/penyelesaian-sengketa 
Hari Jumat 15 Desember 2012, Pukul 17.00 WITA). 
 
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling 
sederhana dan murah. Walaupun demikian, sering juga pihak-pihak 
yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena 
tidak menguasai teknik bernegosiasi dengan baik. Secara umum 
teknik negosiasi dapat dibagi menjadi : (Nurnaningsi Amriani, 2011: 
24-25). 
a. Teknik Negosiasi Kompetitif (teknik negosiasi alot(tough)) 
Adalah teknik negosiasi yang bercirikan : menjaga agar 
tuntutan tetap tinggi sepanjang proses negosiasi, 
menganggap perunding lain sebagai musuh, jarang 
memberikan konsesi dan sering kali menggunakan cara yang 
berlebihan. 
b. Teknik Negosiasi Kooperatif 
Menganggap pihak negosiator lawan bukan musuh namun 
sebagai mitra kerja mencari kepentingan bersama. Juga 
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merupakan teknik penyelesaian yang adil berdasarkan fakta 
hukum. 
c. Teknik Negosiasi Lunak dan Keras 
Adalah saling melengkapi, dan menempatkan pentingnya 
hubungan baik antar pihak yang bertujuan untuk mencapai 
kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras 
menempatkan perunding sangat dominan terhadap 
perunding lunak, menganggap pihak lawan adalah musuh 
dan bertujuan untuk memperoleh kemenangan. 
d. Teknik Negosiasi Interest Based 
Yaitu jalan tengah atas pertentangan keras-lunak yang 
memiliki empat komponen dasar yaitu: orang, kepentingan, 
solusi, dan kriteria objektif. 
 
Dan tugas Negosiator tersebut pun adalah : 
a. Tugas pokok negosiator adalah mencapai kesepakatan 
b. Memastikan bahwa proses negosiasi akan berjalan sesuai 
dengan apa yang diinginkan. 
c. Dan dapat mengontrol proses pemecahan permasalahan 
secara bersama-sama yang mana hasilnya harus 
mempresentasikan kepentingan kedua belah pihak (Di akses 
melal internet http://barutu.wordpress.com/2012/11/11/model-
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alternatif-penyelesaian-sengketa/ Hari Sabtu 11 November 
2012, pukul 14.30 WITA). 
 
B. Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 
sengketa di luar Pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada 
perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 
menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada 
pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win 
solution). 
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan 
pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada 
para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, 
keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, 
layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat 
kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang 
disarankan oleh mediator (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 28). 
Pengertian Mediasi menurut beberapa pendapat para ahli, antara lain: 
a. Menurut Laurence Bolle menyatakan bahwa : 
“Mediation is a decision making process in which the parties are 
assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process 
of decision making and to assist the parties the reach an out-come 
to which of them can assent.”  
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(Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan 
para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. 
Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan 
para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak dalam 
proses pengambilan keputusan tersebut). 
 
b. Menurut J.Folberg and A. Taylor menyatakan bahwa : 
“The process by which the participants, together with the 
assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in 
order to develop opyion, consider alternative, and reach consen-
sual settlement that will accommodate their needs.” 
(Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur 
mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang 
bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat 
mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, 
dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator 
sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian 
sengketa). 
 
c. Menurut Garry Goopaster berpendapat bahwa : 
“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana 
pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan 
pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 
memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.” 
 
Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup 
sengketa dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para 
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 
iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di 
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Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi 
ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum 
yang termasuk dalam ruang lingkup perdata (Syahrizal Abbas, 2011: 
23). 
Demikian pula pengaturan mengenai mediasi dapat dilihat dalam 
ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : 
Pasal 6 Ayat (3) : 
“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan 
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui 
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang 
mediator.”  
 
Ketentuan ini merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan 
dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut 
ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
yang berbunyi : 
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 
suatu kesepakatan tertulis.” 
 
Menurut rumusan Pasal 6 Ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 tersebut 
juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa 
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atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 
penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 
Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999, kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final 
dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. 
Dalam ketentuan ini pula dalam Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang 
No.30 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang 
membedakan mediator ke dalam : 
1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999); dan 
2. Mediator yang dibentuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak 
(Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) 
(Gunawan Widjaja, 2005: 90-93). 
 
Jenis-jenis Mediasi : 
1. Mediasi di Pengadilan 
Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak 
yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk 
menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum 
dilakukan pemeriksaan pokok perkara. 
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2. Mediasi di Luar Pengadilan 
a. Mediasi Perbankan : Suatu Bank tentunya memiliki sistem 
yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan 
terhadap nasabahnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan 
pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabahnya tidak 
memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya 
sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan. Nasabah 
sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus 
berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa 
pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah 
dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi 
perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa. 
b. Mediasi Hubungan Industrial : Sering kali pihak pekerja 
ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi 
yang lemah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat 
mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan 
dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh 
masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk 
perselisihan hubungan industrial. 
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c. Mediasi Asuransi : Asuransi berperan untuk mengalihkan 
risiko yang seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. 
Masyarakat seringnya mengetahui asuransi hanya dari sisi 
manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail akan 
asuransi itu sendiri dan sering kali mengakibatkan 
terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan 
asuransi dan nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang 
asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat 
mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, 
dibentuklah lembaga mediasi asuransi (Jimmy Joses 
Sembiring, 2011: 30). 
 
Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan 
pada dasarnya, tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR. 
Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA 
(Mahkamah Agung) memodifikasinya kea rah yang lebih bersifat 
memaksa (Yahya Harahap, 2005: 242). 
Pada Pasal 130 Ayat (1) HIR menentukan bahwa: 
“jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 
memperdamaikan mereka.” 
 
Hal mengenai mediasi sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
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Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Pada surat 
Edaran tersebut, hakim tidak diberikan kewenangan yang bersifat 
memaksa kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui 
perdamaian. Sehingga Surat Edaran ini dianggap hampir sama 
dengan Pasal 130 HIR, yang hanya menyarankan para pihak untuk 
dapat berdamai. 
Berdasarkan hal diatas, Surat Edaran sebelumnya kemudian diganti 
oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
2 Tahun 2003). Berlakunya peraturan tersebut membuat upaya 
perdamaian di pengadilan, sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada 
Pasal 130 HIR. Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan 
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 32-33). 
Struktur PERMA No.1 Tahun 2008 terdiri atas 8 bab dan 27 Pasal 
disistematisasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu Konsiderans dan 
batang tubuh. Batang tubuh terdiri atas delapan bab, yaitu Bab I 
tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 hingga Pasal 6), Bab II tentang 
Tahap Pra Mediasi (Pasal 7 hingga Pasal 12), Bab III tentang Tahap-
tahap Proses Mediasi (Pasal 13 hingga Pasal 19), Bab IV tentang 
Tempat Penyelenggaraan Mediasi (Pasal 20), Bab V tentang 
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Perdamaian di Tingkat Banding dan Kasasi (Pasal 21-Pasal 22), Bab 
VI tentang Kesepakatan di Luar Pengadilan (Pasal 23), Bab VII 
tentang Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif (Pasal 24-Pasal 25), 
dan Bab VIII tentang Ketentuan Penutup (Pasal 26-27) (Takdir 
Rahmadi, 2010: 148). 
 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menwajibkan 
para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum 
sengketa diputus oleh hakim. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk 
mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika 
proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung 
diperiksa dan diputus oleh hakim konsekuensi hukumnya adalah 
putusan itu batal demi hukum. Ide-ide hukum seperti itu yang 
terkandung dala Pasal 2 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan : 
(2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti 
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur 
dalam Peraturan ini. 
(3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan 
ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 
HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan 
batal demi hukum. 
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Mediasi merupakan cara untuk dapat memecahkan masalah yang 
terjadi di antara para pihak, sehingga dianggap wajar apabila pihak 
lain dilibatkan dalam suatu sengketa yang sedang terjadi. Pihak lain 
dalam hal ini adalah mereka yang merupakan ahli di bidang perkara 
yang sedang melalui proses mediasi tersebut. Pasal 16 Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai 
diperbolehkannya ahli dilibatkan dalam proses mediasi, yang mengatur 
sebagai berikut :  
(1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator 
dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang 
tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan 
yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat 
di antara para pihak. 
(2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan 
tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari 
penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. 
(3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih 
dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak 
berdasarkan kesepakatan. 
 
Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di 
pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak 
dari para pihak yang berperkara (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 36). 
 
Mengenai sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabahnya 
mencakup sengketa di bidang finansial, yakni tidak dipenuhinya 
tuntutan finansial dari nasabah oleh bank. 
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Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 8/14/DPNP, 1 Juni 2006 telah mengeluarkan kebijakan 
yang mendorong pihak nasabah bank dan bank untuk menempuh 
mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Peraturan Bank 
Indonesia tersebut menentukan kriteria sengketa yang dapat 
diselesaikan melalui mediasi, sebagai ; 
1. Sengketa yang dapat dimediasi adalah sengketa keperdataan 
yang timbul dari transaksi keuangan; 
2. Sengekta yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan 
nasabah oleh bank; 
3. Nilai tuntutan finansial maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
4. Batas waktu pengajuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja 
sejak tanggal penyelesaian oleh bank; 
5. Nasabah mengajukan permohonan penyelesaian secara tertulis 
kepada lembaga mediasi perbankan (Takdir Rahmadi, 2010: 
65). 
 
Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, maka 
apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, maka 
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penyelesaian atas sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan 
melalui mediasi. Pasal 1 Angka (5) mendefinisikan mediasi sebagai : 
“Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan 
mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna 
mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap 
sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.” 
 
Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 
antara nasabah dengan bank melibatkan pihak ketiga yakni mediator. 
Pasal 1 Angka (6) PBI No. 8/5/PBI/2006, mendefinisikan mediator 
yaitu ; 
“Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu 
pelaksanaan Mediasi.” 
 
Dari ketentuan-ketentuan ini, apabila terjadi sengketa antara 
nasabah dengan bank, maka sengketa tersebut hanya dapat 
diselesaikan melalui mediasi. Kewajiban untuk menempuh jalur 
mediasi dipersyaratkan pada Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006, yaitu : 
“Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak 
dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian 
pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui 
Mediasi perbankan.” 
 
Tuntutan finansial berdasarkan penjelasan Pasal 2 PBI No. 
8/5/PBI/2006 bahwa : 
“Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian 
finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank 
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”  
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Terlibatnya Bank Indonesia dalam mediasi perbankan adalah 
sebagai penengah yang mengkaji ulang sengketa yang terjadi secara 
mendasar sehingga diharapkan diperoleh kesepakatan antara 
nasabah dengan bank. 
Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap sengketa 
yang dialami antara nasabah dengan bank adalah dengan cara 
memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi kedua 
belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan (Jimmy Joses 
Sembiring, 2011:131). 
Untuk menjadi mediator atas terjadinya sengketa, terdapat 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ynag 
ditentukan pada Pasal 5 Ayat (2) PBI No. 8/5/PBI/2006 yakni sebagai 
berikut : 
“Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat paling kurang sebagai berikut: 
a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan 
atau hukum; 
b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain 
atas penyelesaian sengketa; dan 
c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan 
Nasabah dan Bank.” 
 
Dalam hal proses beracara pada mediasi perbankan, terdapat 
persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi. Maka proses 
penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh para pihak. Tahap 
awal dari proses penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan 
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adalah adanya pengajuan tertulis. Persyaratan tersebut diatur pada 
Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni sebagai berikut : 
“Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung 
yang memadai; 
2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada 
Bank; 
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum 
pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau 
belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga 
Mediasi lainnya; 
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi 
perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 
6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam 
puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian 
Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.” 
 
Tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada 
Pasal 9 Ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2006 yakni dilaksanakannya 
penandatanganan peranjian mediasi antara nasabah atau perwakilan 
nasabah dengan bank yang memuat hal-hal sebagai berikut : 
(1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan 
Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi 
(agreement to mediate) yang memuat: 
a. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian Sengketa; dan 
b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang 
telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah 
dan Bank. 
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Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau 
Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan 
suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan 
penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa 
dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya 
untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. 
Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai 
terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini 
selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian, dalam mediasi tidak 
ada pihak yang menang atau kalah, masing-masing pihak sama-sama 
menang karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari 
kemauan para pihak itu sendiri. 
 
Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus 
diketahui oleh mediator, kelima prinsip ini dikenal dengan lima dasar 
filsafat mediasi, yaitu : 
1. Kerahasiaan (confidentiality) ialah segala sesuatu yang terjadi 
dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan 
pihak-pihak tidak boleh disiarkan kepada publik. 
2. Sukarela (volunteer) ialah prinsip ini dibangun atas dasar bahwa 
orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar 
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dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat 
perudingan atas pilihan mereka sendiri. 
3. Pemberdayaan (empowerment) ialah prinsip ini didasarkan pada 
asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya 
mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah 
mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang 
diinginkan. 
4. Netralitas (neutrality) ialah dalam mediasi, seorang mediator 
tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang 
memutuskan salah satu pihak atau benarnya salah satu pihak 
atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau 
memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua 
belah pihak. 
5. Solusi yang unik (a unique solution) ialah bahwasanya solusi 
yang dihasilkan dari proses mediasi dapat dihasilkan dari proses 
kreativitas (Syahrizal Abbas, 2011: 29-30). 
 
Dalam menempuh jalan yang dilakukan oleh mediator dan para 
pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa 
mereka,terdapat pula proses mediasi. Proses mediasi dibagi kedalam 
tiga tahap, yaitu : 
 
34 
 
1. Tahap Pramediasi 
Tahap ini adalah tahap awal dimana mediator menyusun 
sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar 
dimulai. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena akan 
menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. 
Dalam tahap ini pula, mediator juga harus membuat 
kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan 
pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. 
Mediator juga harus membuat kesepakatan antara dua belah 
pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan. Dalam tahap 
akhir pramediasi, mediator juga harus mampu menciptakan 
rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi 
dimulai.  
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah 
berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. 
Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain: 
sambutan pendahuluan mediator; presentasi dan pemaparan 
kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan 
permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang 
disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir 
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kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan 
menuturkan kembali keputusan, dan penutupan mediasi. 
3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi 
Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah 
menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka 
tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak 
menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang 
telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi (Syahrizal 
Abbas, 2011: 37-55). 
 
Mediator dan Skill-nya 
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian 
sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi 
terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani 
pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan 
mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternative solusi dan 
secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan 
penyelesaian sengketa.keputusan akhir tetap berada di tangan para 
pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari 
jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama 
menyelesaikan sengketa yang mereka alami (Takdir Rahmadi, 
2010; 15). 
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Kewenangan dan Tugas Mediator itu sendiri, antara lain : 
Kewenangan Mediator : 
a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 
Mediator berwenang mengontrol proses mediasi dari awal 
sampai akhir dan memfasilitasi pertemuan para pihak serta 
membantu para pihak dalam melakukan negosiasi 
b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 
Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur 
dan momentum dalam negosiasi. Dimana para pihak diberikan 
kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar 
dalam menyelesaikan sengketa. 
c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi 
Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit 
berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip 
secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi (Abbas, 
Syahrizal, 2011: 83-84). 
 
Tugas Mediator : 
a. Melakukan diagnosis konflik 
b. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan 
kritis para pihak 
c. Menyusun agenda 
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d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi 
e. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para 
pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. 
f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-
masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. 
g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial 
(berkutat definisi tertentu) para pihak mengenai suatu 
permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum) 
h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam 
pendefinisian permasalahan. 
i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan 
para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan 
unsur emosional. 
j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap 
berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (Syahrizal 
Abbas, 2011: 86-90). 
 
C. Konsiliasi 
Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara 
melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa 
para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh 
pihak ketiga tersebut (Jimmy Joses Sembiring , 2011: 46). 
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Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi 
menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan 
merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika 
para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi 
resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. 
 
Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan 
kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak 
memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak 
untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para 
pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang 
diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan 
dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. 
Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah 
berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga pada pihak 
yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada 
pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu 
mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa 
menuju suatu kesepakatan (Huala Adolf, 2004: 35). 
Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama 
dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif daripada 
mediator. 
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Berikut peran dan tugas konsiliator sebagai berikut : 
a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan secara kooperatif 
b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan 
diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan 
c. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian. Konsiliator bersifat aktif dan 
mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan 
merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. 
d. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 
selama perundingan belangsung 
e. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa 
guna mengakhiri sengketa (Bambang Sutiyoso, Bahan Kuliah-
Alternatif penyelesaian Sengketa Dagang, 2006). 
 
D. Arbitrase 
Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak 
ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan 
pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari 
para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting 
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bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter 
dalam memberikan keputusan akhir (Syahrizal Abbas, 2011: 15). 
 
Arbitrase Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut 
Pasal 1 Angka (1) Arbitrase (wasit) adalah : 
“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa”. 
 
Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang 
mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang 
tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui 
pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui 
Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang 
lama. 
 
Pengertian lain Arbitrase yaitu upaya penyelesaian sengketa yang 
disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih 
oleh para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang 
diputuskan. Menurut Subekti, Arbitrase adalah penyelesaian atau 
pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim 
berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau 
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menaati keputusan yang diberikann oleh hakim atau para hakim yang 
mereka pilih atau mereka tunjuk (Subekti, 1992: 1). 
 
Menurut Pasal 12 Angka (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 
memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang arbiter yaitu : 
a. Ia cakap melakukan tindakan hukum  
b. Berumur paling rendah 35 tahun 
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak 
bersengketa 
d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain 
atas putusan arbitrase 
e. Serta memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di 
bidangnya paling sedikit 15 tahun. 
 
Demikian pula pada Pasal 1 angka (7) UU No.30 Tahun 1999 
mendefinisikan  
“Arbiter sebagai seorang atau lebih, yang dipilih oleh para pihak 
yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau 
oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai 
sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui 
arbitrase”. 
 
Arbitrase sangat berbeda dengan mediasi (konsiliasi). Perbedaan 
pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya. Fungsi dan 
kewenangan Arbiter tersebut yakni : 
a. Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa 
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b. Untuk itu arbiter (arbitral tribunal) berwenang mengambil 
putusan yang lazim disebut award 
c. Sifat putusan langsung final and binding (final dan mengikat) 
kepada para pihak (Nurnaningsih Amriani, 2011: 21) 
 
Begitu pula dengan tugas Arbiter tersebut, yakni : 
a. Arbiter menjembatani para pihak dalam proses negosiasi 
dalam menyelesaikan sengketa 
b. Arbiter Mengatur pertemuan para pihak yang bersengketa  
c. Arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan 
akhir kepada para pihak yang bersengketa 
d. Arbiter didorong untuk mengungkapkan seluruh pokok 
masalah yang menjadi asal sengekta, dan  
e. Arbiter dituntut untuk memiliki keterampilan menemukan 
solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak 
(Syahrizal Abbas, 2011: 15-16). 
 
D. Hukum Perbankan 
 
1. Penerapan Hukum Ekonomi Sebagai Dasar Hukum 
Perbankan  
 
Hukum ekonomi sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan 
bidang ekonomi meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan 
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eksistensinya, hubungannya dengan bidang hukum yang lain, serta 
bidang-bidang yang dikajinya. Dimana yang dimaksud dengan esensi 
dan efektifitas tersebut antara lain: Pertumbuhan ekonomi; 
Kesejahteraan; dan Pemerataan kesempatan yang seimbang 
(Sumantoro, 1986: 5).  
Hukum ekonomi juga merupakan semua aturan yang mengatur 
tentang hukum ekonomi, yang dikeluarkan oleh pemerintah, semua 
kebijakan dan adanya keterlibatan pemerintah didalamnya. untuk 
Indonesia ruang lingkup Hukum Ekonomi disusun berdasarkan Pasal 
33 UUD 1945, yang selanjutnya dapat disimpulkan sebagai peciptaan 
demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri positif yaitu : 
(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
asas kekeluargaan 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara 
(3) Bumi,air, dan kekayaan alam yan terkandung didalamnya 
dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat 
(4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan 
dalam permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan 
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga 
Perwakilan Rakyat pula 
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(5) Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan 
yang dikehendaki serta mempunyai hak akan perkejaan dan 
penghidupan yang layak 
(6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfataannya tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat 
(7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara 
diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak 
merugikan kepentingan umum 
(8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
Negara 
Demokrasi ekonomi tersebut dihindarkan dari ciri-ciri negative yaitu : 
(1) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi 
terhadap manusia dan bangsa, dan dalam sejarahnya di 
Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan 
structural posisi indonesia dan ekonomi dunia. 
(2) Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi 
negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan 
potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sector Negara 
(3) Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam 
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 
Prinsip hukum ekonomi juga berkembang dari kaidah-kaidah dan 
dasar teori hukum ekonomi itu sendiri. 
a. Prinsip efisiensi 
Prinsip yang merujuk pada cara bertindak dengan berusaha 
mencapai hasil yang optimal, sejumlah konsep yang terkait 
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pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh 
sumber daya produksi ekonomi. 
b. Prinsip efektivitas 
Prinsip ini adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 
jauh target yang telah dicapai. Dimana makin besar target 
yang dicapai, makin tinggi efektfitasnya. 
c. Prinsip maksimalitas 
Prinsip yang mendasarkan pada pemerataan kesempatan 
dalam keadaan yang seimbang 
d. Prinsip kemanfaatan 
Prinsip yang menunjukkan kemanfaatan dalam 
pertumbuhan ekonomi yang tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan masyarakat 
e. Prinsip keseimbangan 
Prinsip yang menekankan pada prediktibilitas ekonomi yang 
seimbang (Marthen Arie, Bahan Kuliah-Hukum Ekonomi, 
Oktober 2012). 
  
 
2. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perbankan 
 
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat 
kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 
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yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur 
masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek 
kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu 
bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan 
tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, 
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, 
dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut 
(Munir Fuady, 1999: 14). 
Menurut Muhammad Djumhana mengenai hukum perbankan yakni : 
“Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum 
yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala 
aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya 
dengan bidang kehidupan lain” 
 
Adapun perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  
Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu 
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif 
dan efisien pads sector-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan 
dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank 
menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan 
masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka 
masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya 
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di bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah 
atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank 
dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian 
bangsa. 
 
Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu 
Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. 
Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang 
efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, 
tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting 
dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan dari 
nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan 
dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan 
pemanfaatan yang lebih produktif (Lukman Santoso, 2011: 32). 
 
Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk 
terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan 
dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu: 
a. Asas demokrasi ekonomi 
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa 
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perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk 
melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
b. Asas kepercayaan (fiduciary principle) 
Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank 
dilandasi oleh hubungan ke.percayaan antara Bank dan 
nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari 
masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, 
sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya 
dengan tetapp mempertahankan kepercayaannya. 
c. Asas kerahasiaan (Confidential Principle) 
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-
lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia 
perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa 
bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah 
penyimpan dan simpanannya. 
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d. Asas kehati-hatian (Prudential Principle) 
Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam 
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat 
yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
bahwa perbankan Indoneia dalam melaksanakan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas 
kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak 
lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat (Lukman 
Santoso, 2011: 36-38). 
 
E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank 
 
1. Pengertian Bank dan Nasabah 
 
Nasabah menurut Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 adalah: 
 “Pihak yang menggunakan jasa Bank”  
Pengertian lain berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (PBI 
No.8/5/PBI/2006), Nasabah didefinisikan yaitu : 
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 “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk 
pihak yang tidak memilki rekening namun memanfaatkan jasa Bank 
untuk melakukan transaksi keuangan”. 
 
Dalam Pasal 1 Angka (17) dan Angka (18) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 nasabah ini dibagi menjadi 2, yaitu : 
1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 
perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 
dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian Bank dengan 
nasabah yang bersangkutan. 
 
Pengertian Bank menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 
Bank adalah : 
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak”. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan tampaknya pengaturan jenis bank dilihat dari segi jenisnya. 
Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang terdiri dari : 
a. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir 2). 
b. Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu bank yang menerima 
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 
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dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 
butir 3). 
 
 
Sedangkan dalam Pasal 3  Angka (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1967 jenis Bank dilihat dari segi fungsi yang terdiri dari : 
 
a. Bank sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga merupakan 
lembaga Negara yang mengeluarkan alat pembayaran yang 
sah dari suatu Negara. 
b. Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan 
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro 
dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan 
kredit jangka panjang. 
c. Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan 
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk 
tabungan dan dalam usahanya membungakan dananya 
dalam bentuk surat berharga. 
d. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan 
dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk 
deposito dan memberikan kredit jangka menengah dan 
jangka panjang di bidang pembangunan. 
 
 
2. Hubungan Hukum Bank Dengan Nasabah Berdasarkan 
Hukum Kontrak 
Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur 
yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya 
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bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila 
masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk 
perbankan yang ada pada bank tesebut (Lukman Santoso, 2011:55). 
Hukum kontak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan 
nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata 
tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. 
Selain itu, perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus 
mengenai “pinjam pakai habis” (Verbruiklening) vide Pasal 1754 
sampai pasal 1769 KUHPerdata. 
Hubungan hukum antara nasabah dan bank timbul dari perjanjian 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda 
kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu 
nasabah dan bank, didasarkan atas perjanjian yang mereka buat. 
Berdasarkan dua fungsi utama dari bank yakni fungsi pengerahan 
dan dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim 
antara bank dan nasabah yaitu: 
a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. 
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Bentuk hubungan hukum itu dituangkan dalam bentuk 
peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang 
harus dipenuhi oleh setiap nasabah  penyimpan dana.  
b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. 
Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa 
bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. 
Dalam UU No.10 Tahun 1998 hubungan tersebut dimaknakan 
sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 
disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah 
yang bersangkutan (Lukman Santoso, 2011:56-61). 
 
Hubungan hukum antara nasabah dan bank timbul dari perjanjian 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda 
kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu 
nasabah dan bank, didasarkan atas dasar perjanjian yang mereka 
buat. 
Suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum 
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 
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berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Lukman Santoso,2011: 
70). 
Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa : 
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena 
undang-undang”. 
Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu 
sumber timbulnya suatu perikatan. 
Dalam segi hukum kontrak keterkaitannya dengan hubungan hukum 
antara bank dan nasabah tersebut dapat dilihat dalam hukum kontrak 
tertulis. Dimana kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh 
para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat dilihat pada pembagian 
hukum kontrak yang dibagi atas dua macam, yaitu dalam bentuk akta 
dibawah tangan dan akta notaris. Akta dibawah tangan adalah akta 
yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan 
akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. 
Disamping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, 
yaitu perjanjian standar merupakan perjanjian yang dituangkan dalam 
bentuk formulir (Salim, 2003: 29). 
Perjanjian tersebut telah dibuat dengan bentuk tertulis yang dicetak 
dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat 
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu 
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pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal 
memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan 
di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk 
mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut 
juga perjanjian standar atau perjanjian baku yang sifatnya „take it or 
leave it‟ (Lukman Santoso, 2011: 70-71). 
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan 
dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahwa 
perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan 
mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya 
dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh 
pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan 
pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya 
(Lukman Santoso, 2011: 70-71). 
Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dan nasabah 
debitur sangat erat kaitannya. Dari segi hukum perdata kedua 
hubungan tersebut dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu : 
a. Hubungan Kontraktual 
Hubungan kontraktual berdasarkan atas suatu kontrak yang 
dibuat antara bank sebagai kreditor (pembeli dana) dan pihak 
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debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar 
terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari 
ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga). 
Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan 
undang-undang bagi kedua belah pihak.  
 
b. Hubungan Non-Kontraktual 
Selain dari hubungan kontraktual seperti yang disebutkan 
sebelumnya, terdapat enam jenis hubungan khusus antara nasabah 
dan bank, yaitu: 
1. Hubungan kepercayaan (fiduciary relation) 
Hubungan hukum antara nasabah dan bank juga didasarkan 
atas hubungan kepercayaan. 
2. Hubungan kerahaisaan (confidentional relation) 
Hubungan nasabah dan bank juga mempunyai sifat 
kerahasiaan. Hubungan ini diperlukan untuk menjaga 
kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. 
 
3. Hubungan Bailor-Bailee 
Hubungan ini dimana bank selaku bailee menyediakan 
fasilitas safe deposite untuk nasabah (bailor). 
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4. Hubungan Kegenan (Principal-Agent) 
Hubungan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang 
(prinsipal) mengikat orang lain (agent)  untuk melakukan 
layanan atas kehendak. 
5. Hubungan Mortgagor-Mortgagee 
Hubungan yang dimana ada kaitannya dengan barang yang 
dijaminkan. 
6. Hubungan Trustee-Beneficiary 
Hubungan ini dimana terlihat fungsi sebuah bank sebagai 
penerima amanah atau penerima kuasa dari nasabahnya. 
(Munir Fuady, 1999: 102). 
 
3. Akibat Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah 
Hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang terjadi bersifat 
kontraktual, yang berupa kontrak baku yang dibuat oleh bank. Karena 
hubungan ini, maka kedudukan nasabah menjadi lebih rendah dari 
pada bank. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan adanya 
suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap 
konsumen yang dapat menjamin dipenuhinya hak-hak konsumen 
sebagai pemakai suatu hasil produksi. Untuk itu, pemerintah 
mensahkan suatu undang-undang yang melindungi konsumen, yaitu 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) 
dengan konsumen (nasabah) (Munir Fuady, 1998:102). 
 
Secara umum hubungan hukum bank dan nasabah sebagai 
perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik sebagai perjanjian 
peminjaman uang. Karena hal tersebut merupakan perjanjian pinjam-
meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah dianggap 
sebagai milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata 
lain, sebelum ditagih oleh nasabah, pihak bank dapat menggunakan 
dana tersebut untuk kepentingannya seperti layaknya seorang pemilik. 
Apakah untuk disalurkan sebagai kredit ataupun untuk investasi dan 
biaya-biaya bank. Dengan demikian, dapat diketahui hubungan antar 
bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini 
adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanji kepada orang lain 
untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis (Remi Sjahdeini, 1993:154). 
 
Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah 
penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban. Akibat 
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hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah 
penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank 
berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan 
sebagai pemberi simpanan. 
 
Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan 
kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu 
kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang 
menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan 
hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah 
diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam 
perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah (Munir Fuady, 
1999: 52). 
Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut: 
1) kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan 
nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 
(Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998); 
2) kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang 
dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan 
uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan 
uang pada bank. 
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3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, 
dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai 
penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban 
untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk 
perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito. 
4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara 
transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang 
dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya 
kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun 
waktu tertentu. 
5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang 
nasabah-nya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini 
adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari 
nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak 
diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan 
mengambil atau menarik uangnya dari bank yang 
bersangkutan. 
 
Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya: 
1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang 
produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini 
merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan 
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secara terinci dari bank melalui customer servicenya, maka 
sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang 
sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan 
diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan 
dananya kepada bank untuk dikelola; 
2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk 
tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih 
dahulu. 
 
Dengan berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen memberi konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa 
perbankan, oleh karenanya perbankan dalam melayani nasabah 
untuk: 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan jasa diberikannya; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamn kegiatan usaha perbankannya berdasarkan 
ketentuan standar perbankan yang berlaku; dan beberapa 
aspek lainnya (Lukman Santoso, 2011:86-87). 
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Secara tegas,mengenai hak-hak dari bank sebagai pelaku usaha, 
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan dalam 
Pasal 6, yaitu : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 
b. Memberikan kredit; 
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk kepentingan nasabah; 
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 
g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa 
efek 
h. Menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuaidengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia 
i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Perbankan dan ketentuan lain yang berlaku. 
 
Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan 
prinsip kehati-hatian dibidang jasa perbankan, artinya para pelaku 
usaha dibidang perbankan dituntut harus mempunyai integritas moral 
yang tinggi. Karena diakui atau tidak, pihak nasabah merupakan 
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unsure yang sangat berperan sekali, mati-hidupnya perbankan 
bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. 
 
Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-
masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami 
hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan 
haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk 
menuntut apa yang menjadi kewajibank bank. Ini terkait dengan 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan, terutama oleh pemerintah atau 
pertauran perundang-undangan yang ada. Padahal ini menyangkut 
kepentingan masyarakat banyak yang dirugikan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. 
Sehubungan dengan adanya hak penyelesaian hukum maka hak 
konsumen berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari 
pihak yang dipandang memberikan produk atau jasa. Hak untuk 
mendapatkan penyelesaian hukum ini juga meliputi hak untuk 
mendapatkan ganti rugi, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. 
Artinya nasabah atau konsumen tidak selalu harus menempuh upaya 
hukum terlebih dahulu untuk memperoleh ganti rugi, karena dalam 
Pasal 46 Ayat (1) Huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dibuka kemungkinan 
untuk menempuh upaya hukum legal(Lukman Santoso, 2011: 102). 
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Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah 
dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan 
hukum antara bank dan nasabah yang dinilain tidak adil. Pertama, 
bank bertindak sebagai kreditor, nasabah memberikan perlindungan 
hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat 
tanah, guna menjamin pelunasan utang nasabah. Kedua, nasabah 
sama sekali tidak mengauasai dokumen asset bank guna menjamin 
utang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito tabungan 
atau bentuk lainnya. Bank yang berbekal agunan “kepercayaan” saja 
dari nasabah. Tampaknya perlindungan terhadap nasabah diberikan 
secara tidak memadai. 
Kenyataan ini terlihat dari Undang-Undang Perbankan (UUP) dalam 
hal kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan bank. Artinya perlindungan terhadap nasabah tidak dapat 
dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem 
perbankan nasional. (Lukman Santoso, 2011:108). 
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BAB III. 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu 
tulisan ilmiah, maka penulis mengadakan penelitian yang dilaksanakan 
pada Kantor Wilayah BRI Makassar. 
Alasan penulis mengadakan penelitian pada Kantor Wilayah BRI 
Makassar, karena BRI merupakan salah satu Bank yang 
menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui “Mediasi 
Perbankan” dan juga dapat memberikan data penunjang dalam 
penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, jenis dan sumber data 
yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data yaitu : 
a. Data Primer 
Data ini di dapat dari hasil penelitian lapangan dengan 
mengadakan penelitian langsung melalui wawancara dengan 
pihak Kantor Wilayah BRI Makassar. 
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b. Data Sekunder 
Data ini di dapat melalui kepustakaan yakni dengan 
membaca berbagai literatur, yang mempunyai hubungan 
terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana 
di harapkan maka penulis melakukan pengumpulan teknik. 
a. Wawancara 
Penelitian untuk memperoleh data primer ini penulis lakukan 
dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak 
Kantor Wilayah BRI Makassar. 
Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dan 
ditujukan kepada narasumber.  
 
b. Dokumentasi  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-
data, yang mana data-data tersebut dapat dianalisis dan 
mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian 
ini. Untuk memperoleh data sekunder. 
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D. Analisis Data 
Data yang di peroleh yaitu data primer dan data sekunder, di olah 
kemudian di analsis secara kualitatif untuk melihat permasalahan 
mengenai penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah 
melalui Mediasi ditinjau dari ketentuan perbankan dan selanjutnya 
disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 
Menurut Hukum Perbankan 
 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  
Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang 
mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala 
aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya 
dengan bidang kehidupan lain. 
 
Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu 
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif 
dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan 
dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank 
menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan 
masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka 
masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya 
di bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah 
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atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank 
dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian 
bangsa.  
 
Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial 
intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk 
menunjang kelancaran perekonomian. Sebagai lembaga yang 
berfungsi intermediary maka usaha bank pada pokoknya mencakup 
dua hal. Pertama, untuk menghimpun dana masyarakat dan kedua, 
untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 
dalam bentuk pinjaman atau kredit. 
 
Dalam rangka menarik minat nasabah untuk menyimpan dana pada 
bank, beberapa bank mengadakan undian, menawarkan hadiah-
hadiah, mempromosikan iklan-iklan yang lihai, menawarkan bunga dan 
biaya-biaya yang lebih menarik. Kegiatan penghimpunan dana bagi 
bank pada masyarakat itu meliputi transaksi-transaksi dalam 
pemberian kredit, pemanfaatan sarana-sarana fasilitas bank seperti 
penyediaan kartu kredit, ATM, surat-surat berharga dan lain-lain. Dari 
pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan bank adalah 
sebagai lembaga yang berhubungan erat dengan masyarakat dan 
mempunyai hubungan intermediasi dengan masyarakat itu sendiri . 
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Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dan nasabah, 
bank berusaha untuk menarik minat konsumen bank agar memasuki 
dimensi perjanjian yakni perjanjian simpanan dan perjanjian kredit 
bank, sehingga terdapat keterikatan antara bank dan nasabahnya 
yang berujung kepada timbulnya hubungan hukum. Ketika hubungan 
hukum antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka 
kemungkinan sengketa antar para pihak. Penyelesaian sengketa 
tersebut dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non-litigasi. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 April 2013 dengan 
supervisor bagian layanan BRI bapak Muhammad Yusuf. Yang 
mengatakan bahwa : 
“Dalam hal ini untuk penyelesaian sengketa antara bank dan 
nasabah  terutama untuk nasabah yang kurang puas dengan layanan 
yang diberikan oleh pihak bank dengan sendirinya dapat melaporkan 
komplain atau permasalahannya terhadap pihak bank dan khususnya 
untuk kasus layanan itu nasabah dapat melaporkan permasalahannya 
kepada costumer service, kemudian setelah laporan permasalahan 
diterima oleh costumer service dari pihak bank itu akan dicek-kan 
kembali ke computer dan akan di buatkan laporan untuk pengecekan 
atas kebenaran atas komplain nasabah yang akan dikirim ke kantor 
pusat bank yang berada di Jakarta. Namun setelah beberapa hari 
nasabah tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank atas laporan 
nasabah yang kurang puas dengan pelayanan costumer service 
mengenai keluhan nasabah atas kerugian yang dialami, nasabah di 
rekomendasikan untuk ke kantor wilayah Bank.” 
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Hal senada dengan hasil wawancara pada tanggal 24 April 2013 
dengan kepala bagian layanan BRI ibu Anni Kusuma. Yang 
mengatakan bahwa : 
“Untuk setiap penyelesaian pengaduan nasabah yang kami lakukan 
maksudnya dari pihak bank itu akan menyampaikan kembali kepada 
pihak nasabah bagaimana mengenai penyelesaiannya apakah pihak 
nasabah memang betul ingin menempuh penyelesaiannya melalui 
jalur mediasi seperti yang disebutkan dan dijelaskan oleh pihak bank. 
Ketika pihak nasabah menyepakati maka pihak bank harus lebih 
mempersiapkan segala penyelesaiannya karena penyelesaian yang 
akan dilakukan oleh pihak bank dan nasabah itu harus mengikuti 
peraturan yang telah ditentukan mengenai penyelesaian pengaduan 
nasabah yang selanjutnya mengenai ketentuan aturan bank untuk 
melakukan penyelesaian antara bank dan nasabah melalui mediasi. 
Dalam hal mediasi, kami akan melakukan persiapan penyelesaian 
terdahulu. Untuk mediator sendiri pihak bank telah menunjuk siapa 
yang menjadi mediator tetapi disini mediator itu memiliki tiap-tiap 
bagian antara lain untuk bagian layanan akan ada mediator khusus 
layanan dan begitu pula untuk bagian kredit, akan ada mediator 
khusus untuk yang memediasi penyelesaian sengketa khususnya 
bidang kredit dan begitu pula pada bagian lainnya.” 
 
Menurut analisa penulis dari hasil wawancara tersebut yaitu dalam 
hal penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, proses mediasi 
dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi prosedur 
dan relatif lebih murah. Proses mediasi ini akan memungkinkan pihak-
pihak untuk menentukan apa yang memuaskan dengan mengarahkan 
masalah-masalah sempit dalam konflik untuk fokus kepada situasi dan 
kondisi mendasar yang turut memberikan kontribusi terhadap konflik. 
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Mediator dapat membantu pihak-pihak dalam mengungkapkan agenda 
tersembunyi dan ungkapan emosional yang tidak terungkap melalui 
ketentuan pembuktian dan prosedur. Dalam proses mediasi, pihak 
ketiga yang bersifat netral akan membantu mencapai perjanjian yang 
adil.  
Dalam mediasi, kekuasaan tertinggi ada di para pihak masing-
masing yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang 
dianggap netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses 
mediasi saja. Proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan antara 
para pihak. Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya 
dibandingkan putusan pengadilan, karena merupakan hasil dari 
kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan itu adalah hasil 
kompromi atau jalan yang telah dipilih untuk disepakati demi 
kepentingan-kepentingan para pihak. Sedangkan dalam putusan 
pengadilan ada pihak lain yang memutuskan, yaitu hakim. Dengan 
kata lain putusan pengadilan itu bukan hasil kesepakatan para pihak 
Oleh karena itu penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi 
menjadi amat penting sebab didalam menyelesaikan masalah 
terutama masalah yang menyangkut kegiatan di bidang perbankan, 
jalur litigasi atau peradilan dipandang menjadi solusi terakhir dalam 
usaha menyelesaikan masalah. Sebab selain masalah di bidang 
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perbankan yang muncul membutuhkan solusi yang cepat dan tepat, 
para pihak apabila diselesaikan melalui pengadilan belum tentu benar-
benar memahami permasalahan tersebut dengan baik. Apalagi waktu 
yang diperlukan akan sangat lama dan keputusan yang dihasilkan 
belum tentu memuaskan. 
 
B. Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Antara Bank dan Nasabah 
Dalam upaya mengurangi berbagai keluhan nasabah tersebut, 
maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia 
mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi nasabah 
untuk menyatakan ketidakpuasannya dan mengajukan aduan kepada 
pihak perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Melalui 
kebijakan ini, maka diberi kesempatan bagi nasabah untuk 
menyampaikan segala ketidakpuasannya terhadap berbagai jenis 
transaksi perbankan yang dilakukan. Kemudian karena dirasa kurang 
dapat memuaskan nasabah, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk 
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang 
Mediasi Perbankan. 
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Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa antara 
bank dan nasabah yang melibatkan mediator untuk membantu para 
pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk 
kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 
permasalahan yang disengketakan. 
Terkait dengan peranan dan fungsi lembaga Mediasi Perbankan 
dalam berperan menyelesaiakan persoalan yang terjadi akibat 
munculnya sengketa antara bank dengan nasabahnya dalan hal 
pelayanan perbankan seperti : 
a. kegagalan transfer, 
b. terdebitnya rekening nasabah maupun  
c. dalam hal kredit bermasalah antara lain perlakuan kasar dan 
salah dari bank 
d. dalam hal penagihan maupun  
e. kesalahan dalam eksekusi hak tanggungan/jaminan. 
Menurut hasil wawancara pada tanggal 24 April 2013 dengan 
supervisor bagian layanan BRI bapak Muhammad Yusuf. Yang 
mengatakan bahwa : 
“Setelah nasabah yang mengajukan komplain kepada pihak bank 
yang berada di cabang dan tidak dapat diselesaikan oleh pihak cabang 
bank maka aduan nasabah tersebut akan direkomendasikan aduannya 
untuk menyelesaikan komplain tersebut ke kantor wilayah Bank, 
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kemudian setelah laporan pengaduan nasabah dibuatkan oleh pihak 
bank. Maka pihak bank akan menawarkan kepada nasabah tersebut 
untuk menyelesaiankan pengaduannya melalui Mediasi. Karena 
nasabah dirasa kurang puas dengan pelayanan bank.” 
Dan dijelaskan pula dengan hasil wawancara pada tanggal 25 April 
2013 dengan kepala bagian layanan BRI ibu Anni Kusuma. Yang 
mengatakan bahwa : 
“Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah itu 
tata cara yang dilakukan dalam menempuh penyelesaian sengketa 
antara bank dan nasabah melalui mediasi tersebut sebelumnya telah 
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 maka 
bank tidak dapat menempuh mediasi sejauh dan diluar ketentuan yang 
telah diberlakukan. Tata cara Penyelesaian sengketa antara bank dan 
nasabah yang kami lakukan itu sama dengan tata pelaksanaan 
mediasi yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 mengenai Mediasi 
Perbankan.” 
 
Dalam mengajukan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, 
diperlukan beberapa persyaratan yakni : 
1. Syarat subjektif 
Berkenaan dengan pihak yang mengajukan, yaitu nasabah dan 
perwakilan nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan 
jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun 
memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan 
(walk-in customer). perwakilan nasabah adalah perseorangan, 
lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas 
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nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari 
nasabah. 
2. Syarat objektif 
Berkaitan dengan objek sengketa pada Pasal 6 PBI 
No.8/5/PBI/2006 yaitu tuntutan untuk setiap sengketa yang 
memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta Rupiah), tanpa tuntutan finansial yang diakibatkan 
oleh kerugian immateriil. Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial 
sebagaimana dimaksud dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian 
finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena 
penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan 
nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa. 
 
Menurut analisa penulis, dari hasil wawancara tersebut yaitu benar 
bahwa Mediasi Perbankan merupakan upaya lanjutan dari upaya 
penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan 
secara internal oleh bank. 
 
Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, maka 
apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, maka 
penyelesaian atas sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan 
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melalui mediasi. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank 
melibatkan pihak ketiga yakni mediator. Pasal 1 Angka (6) PBI No. 
8/5/PBI/2006, mendefinisikan mediator yaitu ; 
“Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu 
pelaksanaan Mediasi.” 
 
Dari ketentuan-ketentuan ini, apabila terjadi sengketa antara 
nasabah dengan bank, maka sengketa tersebut hanya dapat 
diselesaikan melalui mediasi. Kewajiban untuk menempuh jalur 
mediasi dipersyaratkan pada Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006, yaitu : 
“Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak 
dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian 
pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui 
Mediasi perbankan.” 
 
Tuntutan finansial berdasarkan penjelasan Pasal 2 PBI No. 
8/5/PBI/2006 bahwa : 
“Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian 
finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank 
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”  
 
Dan mengenai tahapan penyelesaian melalui Mediasi yang 
dilakukan oleh bank dan nasabah jika dilihat memang sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/5/PBI/.2006 yakni dilaksanakannya penandatanganan peranjian 
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mediasi antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang 
memuat hal-hal sebagai berikut : 
(3) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan 
Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi 
(agreement to mediate) yang memuat: 
c. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian Sengketa; dan 
d. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(4) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang 
telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah 
dan Bank. 
 
Akan tetapi Fokus mediasi perbankan adalah pada nasabah kecil 
dengan pertimbangan bahwa nasabah kecil: 
1. Tidak mudah mendapatkan akses hukum dan dana untuk 
menyelesaikan sengketanya dengan bank melalui lembaga 
arbitrase atau peradilan; dan 
2. Merupakan bagian terbesar dari nasabah bank secara 
keseluruhan Adapun unsur-unsur mediasi perbankan adalah: 
a. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau 
lebih pihak yang bersengketa. 
Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya 
suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak 
terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 
1 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tanggal 
30 Januari 2006 merumuskan: 
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“Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah 
atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi 
perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan 
oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah” 
 
Setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank, 
sebagaimana diatur dalam PBI tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah (PBI No. 7/7/PBI/2005). 
Dari perumusan tersebut, ada kesan seolah-olah yang 
mempunyai sengketa hanyalah nasabah saja, sedangkan bank 
tidak mempunyai sengketa. 
Persepsi lain adalah bahwa yang tunduk untuk harus 
menyelesaikan Sengketa melalui jalur mediasi hanyalah 
nasabah, sedangkan bank dapat dan bebas menggunakan jalur 
penyelesaian sengketa lain. Kalaupun bank kemudian 
mengajukan sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi 
perbankan, hal itu tidak akan dapat dilayani karena tidak 
termasuk dalam cakupan sengketa seperti yang dimaksud PBI 
No. 8/5/PBI/2006. 
b. Adanya unsur sengketa diantara para pihak. 
Perumusan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 
(4) PBI No.8/5/PBI/2006, dapat menimbulkan tafsir yang keliru. 
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Hanya nasabah yang didefinisikan sebagai pihak dalam 
sengketa. Bank merasa tidak perlu untuk ikut serta sebagai 
pihak dalam suatu sengketa, sebagai pihak yang mengajukan 
klaim. Maka itu, jika pihak yang mengajukan permasalahan 
hanyalah nasabah, dan pihak bank merasa tidak mempunyai 
sengketa, tidak bersedia menandatangani agreement to 
mediate, maka tujuan pembentukan lembaga mediasi 
perbankan akan sangat sulit dicapai. 
c. Adanya mediator yang membantu mencoba menyelesaikan 
sengketa. 
Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian 
sehubungan dengan bidang masalah yang disengketakan. 
Mengenai syarat-syarat pengangkatan Mediator dapat 
dipergunakan syarat-syarat pengangkatan arbiter sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator harus 
mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan 
masalah yang disengketakan. Mediator juga tidak boleh 
mempunyai benturan kepentingan atau hubungan afiliasi 
dengan pihak_pihak dalam sengketa masalah yang 
disengketakan. 
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Pada prinsipnya, Peraturan Bank Indoensia mengatur bahwa bank 
tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara 
lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib 
menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk 
pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan 
dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat 
kondisi-kondisi tertentu. 
Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat 
memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang 
perbankan antara nasabah dengan bank. Penyelesaian sengketa di 
bidang perbankan yang berlarut_larut dapat merugikan nasabah dan 
meningkatkan risiko reputasi bagi bank. penyelesaian sengketa di 
bidang perbankan antara nasabah dengan bank dapat dilakukan 
secara sederhana,murah, dan cepat melalui cara mediasi. Hal inilah 
yang mendasari Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 mengenai  Mediasi Perbankan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
BAB V. 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan atas hasil 
analisis tersebut yaitu: 
1. Dalam menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah, dapat 
ditempuh melalui jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa 
karena efektif dan efisien. Dalam hal ini proses mediasi 
dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi 
prosedur dan relatif lebih murah. Proses mediasi ini akan 
memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan apa yang 
memuaskan dengan mengarahkan masalah-masalah sempit 
dalam konflik untuk fokus kepada situasi dan kondisi 
permasalahan sengketa. Mediator bersifat netral dan dapat 
membantu pihak-pihak dalam mengungkapkan agenda 
tersembunyi dan ungkapan emosional yang tidak terungkap 
melalui ketentuan pembuktian dan prosedur.  
2. Dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa bank dan nasabah, proses mediasi dipandang sebagai 
proses yang lebih sederhana dari segi prosedur dan relatif lebih 
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murah. Dalam sengketa antara bank dan nasabah, nasabah 
sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan 
dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila 
bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-
haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa 
perbankan melalui mediasi perbankan sangat menguntungkan 
bagi nasabah kecil, sebab prosesnya sederhana, biaya murah, 
dan cepat. 
 
B. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut : 
1. Dalam penerapan penyelesaian sengketa antara bank dan 
nasabah perlunya sosialisasi tentang mediasi perbankan yang 
harus lebih diperluas karena sangat menguntungkan nasabah 
kecil. 
2. Disarankan perlu ditingkatkan mengenai standar mekanisme 
pengaduan nasabah. Mekanisme yang bersifat standar untuk bank 
akan memberikan manfaat yang sama kepada semua nasabah 
sehingga akan dapat menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi 
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dari nasabah kepada perbankan nasional. Hal ini akan sangat 
menguntungkan bagi pihak bank. 
3. Untuk menjamin tumbuhnya kesadaran dan partisipasi yang luas 
dari masyarakat maka perlu sosialisasi tentang peran dan fungsi 
mediasi perbankan selama ini. Bahwa sangat disadari, di kalangan 
masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang peran 
dan fungsi mediasi perbankan. 
4. Disarankan untuk memilih mediator dalam penyelesaian sengketa, 
hendaknya saling menguntungkan antar kedua belah pihak dalam 
artian adil untuk kedua pihak. Yaitu mediator professional yang 
dapat ditunjuk oleh para pihak. Karena mediator professional 
diambil dan tidak ada hubungannya dengan salah satu pihak, jadi 
netral untuk keduanya. 
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